
 

 

   

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN  BUPATI  TANAH LAUT 

NOMOR 73 TAHUN  2017 

 
TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAKSANAAN CLOUD SYSTEM APLIKASI KEUANGAN BERBASIS ONLINE 

LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 
 
Menimbang :  a.  bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat berjalan 

baik dan dapat mendorong proses tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan 

percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, 

efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah; 

  b. bahwa untuk pelaksanaan tugas  yang tepat, efektif, 

efisien, dan terpadu di Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah maka perlu membentuk Standar 

Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap 

pelaksanaan tugas;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang 

Standar Operasional Prosedur Cloud System Aplikasi 

Keuangan Berbasis Online lingkup Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
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Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 9) ; 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang sistem informasi keuangan daerah (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 



4 

 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Paeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 

Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran daerah kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25 ); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11); 

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129 ); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR CLOUD SYSTEM APLIKASI KEUANGAN BERBASIS 

ONLINE LINGKUP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut.  
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4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang 

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.  

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Tanah Laut. 

7.  Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 

SOP adalah Standar Operasional Prosedur Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.  

 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

SOP cloud system aplikasi Keuangan berbasis online sebagai 

pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 

tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  

 

 

Pasal 3 

 

SOP cloud system aplikasi Keuangan berbasis online bertujuan 

untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

 

BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

Pasal 4 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas 

operasional sesuai dengan SOP Cloud System Aplikasi 

Keuangan Berbasis Online. 

 

Pasal 5 

 (1) SOP Cloud system aplikasi keuangan meliputi :  

a. SOP Administrasi meliputi : 

1) Permintaan penambahan user; 

2) Penatausahaan cloud system aplikasi Keuangan 

berbasis online; dan 

3) Pengembangan aplikasi. 
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 (2) Tahapan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian  tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

  

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal  22 Juni 2017 

                   BUPATI TANAH LAUT, 

 

     TTD 

 

                          H. BAMBANG ALAMSYAH 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 22 Juni 2017 

        SEKRETARIS DAERAH, 

      KABUPATEN TANAH LAUT 

         

 TTD  

        H. SYAHRIAN NURDIN 
         

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 73 


